
 
 

 

 

 
 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

                                                 NOMOR 33 TAHUN 2022  

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 29                

TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA               
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A PADA              

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pada 

aspek perikanan dan peternakan yang menggunakan metode 
pembagian wilayah kerja, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perikanan dan 
Peternakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29             
Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan                  

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan 
Kelas A pada Dinas Perikanan dan Peternakan, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48                 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 
Hewan Kelas A pada Dinas Perikanan dan Peternakan; 

  b. bahwa penyelenggaraan kegiatan teknis operasional 

perikanan dan peternakan pada Taman Teknologi Pertanian 
Cigombong, belum dikelola oleh unit kerja di lingkungan 

Dinas Perikanan dan Peternakan;  

  c. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi penyelenggaraan 
kegiatan pada Taman Teknologi Pertanian Cigombong 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dikelola oleh                
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perikanan dan 

Peternakan;  

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas             
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas 
Perikanan dan Peternakan; 

   Mengingat……. 

    

    

    

    

 

SALINAN 
 

BUPATI BOGOR 
PROVINSI JAWA BARAT 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5391); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18                   
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);  

   8. Peraturan……. 
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  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah                 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6477);  

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan                           
Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);  

  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan 
Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia      

Tahun 2016 Nomor 1330); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1539);  

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah              
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan D 

aerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);  

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12                 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2); 

   17. Peraturan……. 
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  17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kelas A Pada Dinas 

Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas  Peraturan Bupati Bogor nomor 29 tahun 2018 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas 
Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2019 Nomor 48);    

  18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 19); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG 
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A 

PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN. 
   

  Pasal I 
 

  Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati 
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan              
Kelas A Pada Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas  Peraturan Bupati Bogor nomor 29 tahun 2018 

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas 

Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2019 Nomor 48) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni                

Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut: 
   

  Pasal 4A 
   

   Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

khusus untuk UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah IV juga 
melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kegiatan yang 

berkaitan dengan perikanan dan peternakan di Taman Teknologi 

Pertanian Cigombong.  

  Pasal II……. 

  PP 
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  Pasal II 
   

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
   

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.  
   

                                       Ditetapkan di Cibinong  

                                                pada tanggal 5 Januari 2022 
   

                                        BUPATI BOGOR,  

   

  ttd. 

   

  ADE YASIN 

   
   

Diundangkan di Cibinong  

pada tanggal 5 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 

 

ttd. 

 

BURHANUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 33 

 
  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

KEPALA BAGIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 
 

HERISON 


